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SALINAN PUTUSAN
Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Blcn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara :

PENGGUGAT,;
Melawan
TERGUGAT,
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19
November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin,
dengan register perkara Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 19 November
2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1.
Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
0142/029/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;

2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat

kediaman di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas
selama 6 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat
sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama
terakhir, hingga pisah tempat tinggal,
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3.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai
keturunan;
4,

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun

dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2016 ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

a. Bahwa Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan berjudi,
dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat
selalu pulang malam bahkan sampai subuh dalam keadaan mabuk, dan
Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah
marah-marah;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat
sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan
pernah memukul Penggugat hanya karena masalah Tergugat cemburu
dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

6.

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun 3
bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8.

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa
alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama
(Penggugat) Nomor: 6310064503000001 tanggal 07 Juli 2018, bukti (P-1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor: 0142/029/V/2016
tanggal 14 Mei 2016, bukti (P-2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.
SAKSI |, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya

yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Desa Sejahtera RT.09,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu selama lebih
kurang 6 bulan kemudian setelah itu pindah kerumah saksi sekaligus
sebagai tempat kediaman terakhir selama kurang lebih 9 bulan hingga
akhirnya berpisah;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan menikah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi
serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat
dengan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam dan kurang
perhatian kepada Penggugat, berjudi dan mengkonsumsi obat-obatan
terlarang hingga Tergugat pulang ke rumah larut malam dalam keadaan
mabuk/teler dan ketika ditegur atau dinasehati oleh Penggugat ternyata
Tergugat malah memarahi Pengugat yang akhirnya berujung dengan
terjadi cekcok mulut yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk
rukun lagi membina rumah tangga;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,
yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2.

SAKSI I, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

sebab saksi adalah bibi ipar Penggugat;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Desa Sejahtera RT.09,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu selama lebih
kurang 6 bulan kemudian setelah itu pindah kerumah saksi sekaligus
sebagai tempat kediaman terakhir selama kurang lebih 9 bulan hingga
akhirnya berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan menikah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi
serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat
dengan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam dan kurang
perhatian kepada Penggugat, berjudi dan mengkonsumsi obat-obatan
terlarang hingga Tergugat pulang ke rumah larut malam dalam keadaan
mabuk/teler dan ketika ditegur atau dinasehati oleh Penggugat ternyata
Tergugat malah memarahi Pengugat yang akhirnya berujung dengan
terjadi cekcok mulut yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk
rukun lagi membina rumah tangga, bahkan jika sudah marah dan cekcok
mulut Tergugat kabarnya juga pernah memukul wajah Penggugat dan
saksi pernah melihat bekas memarnya tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,
yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam,
maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah nyata terbukti bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan
memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk
mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,
sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang

menghadap harus dinyatakan tidak hadir;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak
berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara
ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagimana telah
dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah menikah
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis serta sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat adalah Tergugat
sering keluar malam dan kurang perhatian kepada Penggugat, berjudi dan
mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga Tergugat pulang ke rumah larut
malam dalam keadaan mabuk/teler dan ketika ditegur atau dinasehati oleh
Penggugat ternyata Tergugat malah memarahi Pengugat yang akhirnya
berujung dengan terjadi cekcok mulut yang terus-menerus dan tidak ada
harapan untuk rukun lagi membina rumah tangga, bahkan jika sudah marah
dan cekcok mulut Tergugat kabarnya juga pernah memukul wajah Penggugat
dan saya pernah melihat bekas memarnya tersebut yang berakibat terjadi pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian antara
Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah
fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam
persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
hubungan hukum sebagai suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak September 2016 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka mengonsumsi obat-
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obatan terlarang dan berjudi serta  Tergugat memiliki  sifat
tempramental/emosional dan bahkan pernah memukul Penggugat;

- Bahwa, puncak terjadinya perselisihan  dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2017,
yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah
selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga perkara ini diputus dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka mengonsumsi obat-
obatan terlarang dan  berjudi serta  Tergugat memiliki  sifat
tempramental/emosional dan bahkan pernah memukul Penggugat yang
berakibat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat)
bulan hingga perkara ini diputus, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat
juga telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil,
sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud
dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang
penuh rasa cinta dan kasih saksing, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah
tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah wa rahmah),
karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat
sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudlarat, akan tetapi
membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan,
kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justeru menimbulkan
mudlarat yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang

mudlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

auleils] ol ol Jias Logas|
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Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka
harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya”;

Menimbang, bahwa selain kaidah ushuliyah tersebut di atas Majelis
Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil figh yang tercantum dalam
Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai
pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

Lo Lg zoidl—ol a 59 )l cacol 15l
Ln.g.l.n.ol O— 6 pausll olgd a o glhai sy
G- 0ll plall o callos yl Lgl 90
cass b3l aisl adlls Guolall lgalla, siu>g

Login TVl e j2eg  ,uall
Artinya: “Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk
bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim
agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak
bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret
1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah
merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian
sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah
beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka
petitum 2 (dua) Penggugat agar menjatuhkan talak satu, patut dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan
dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar’i yang berkaitan

dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 12
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Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440
Hijriah oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.H.l., M.Sy. sebagai Ketua Majelis,
SYAIFUL ANNAS, S.H.l, M.Sy. dan KHALISHATUN NISA, S.H.l, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H. AHMAD RAMLI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,
ttd
M. SYAEFUDDIN, S.H.l., M.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
SYAIFUL ANNAS, S.H.l., M.Sy. KHALISHATUN NISA, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

H. AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,-

2. Biaya Proses Rp  50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 12 Desember 2018
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA
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